
Masyarakat masih sangat memerlukan 

pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari, khususnya kondisi yang 

mendesak, Salah satu langkah yang diambil 

dalam mengatasi masalah finansial tersebut 

adalah menggadaikan emas di suatu Lembaga 

Keuangan Bukan Bank, (LKBB) yaitu 

Pegadaian Syariah, yang dianggap memiliki 

prosedur yang efektif dan efisien.  Namun, 

fluktuatif keuangan tidak dapat diprediksi dari 

waktu ke waktu. Keadaan finansial yang 

melemah atau menurun sangat mempengaruhi 

terjadinya gagal bayar dalam mengangsur 

pinjaman. Apabila situasi dan kondisi terus 

menerus dan berkelanjutan serta tidak mampu 

meningkatkan grafik finansial, maka 

mengharuskan nasabah menjual agunan guna 

menutupi outstanding (saldo hutang pokok 

pinjaman) di pembiayaan tersebut. Risiko 

gagal bayar ini diisyaratkan  dalam artikel 

(Mahfuzoh & Khanifa, 2019; Nugraha et al., 

2020) menjelaskan bahwa tujuan transaksi 

ekonomi yang normal adalah bukan 

menanggung risiko, melainkan menciptakan 

nilai tambah. Sedangkan perlindungan 

hukum bersifat preventif dan represif  

terhadap risiko gagal bayar diteliti oleh 

(Febriani & Pranoto, 2021; Rahmahfida, 

2020). 

  Nasabah yang mengalami gagal 

bayar dilindungi secara hukum sebagai pihak 

konsumen. Sebagaimana dijelaskan dalam 

beberapa artikel: (Ardita, 2022; Asih et al., 

2023; Clasrissa Sasqia Putri & Hasan, 2021; 
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Lubis & Putra, 2022; Nurcholish et al., 2022; 

Octora, 2020; Parinduri et al., 2022). Nasabah 

yang tidak mampu memenuhi kewajiban 

pembayarannya, maka pihak Llmbaga 

keuangan sebagai pihak yang memberikan 

pembiayaan harus melakukan eksekusi 

terhadap agunan, yaitu Pelelangan, yang 

bertujuan untuk melunasi hutang. Hal ini 

dijelaskan dalam studi ilmiah: (Arifin & 

Zubaidah, 2020; Lukmana et al., 2022; Sohibi, 

2023), urgensi lelang oleh (Mohammad & 

Sari, 2022; Mulyawan et al., 2021), praktik 

pelelangan (Harahap et al., 2023; Himami, 

2020).  

  Pegadaian syariah merupakan salah 

satu Lembaga Keuangan Bukan Bank yang 

telah berkembang baik di Indonesia dengan 

memberikan berbagai kemudahan bagi 

nasabah untuk melakukan transaksi sesuai 

prinsip-prinsip syariah. Artikel (Safitri & 

Wati, 2023) memberikan gambaran tentang 

perkembangan pegadaian syariah di 

Indonesia. Gadai emas syariah merupakan 

pilihan tepat dalam memenuhi kebutuhan 

mendesak (S. R. Adawiyah et al., 2018). 

Terdapat perbedaan minat masyarakat 

terhadap gadai emas di Lembaga Keuangan 

Bank (LKB) dengan Lembaga Keuangan 

Bukan Bank (LKBB) yang diteliti oleh (Ali et 

al., 2023). Sedangkan secara aspek hukum 

pada kedua lembaga tersebut tertuang dalam 

artikel (Oktaviani, 2020). Emas menjadi 

agunan terbanyak dan dominan yang 

ditemukan di pegadaian syariah. Penelitian 

yang mendukung tentang perkembangan 

gadai emas syariah dan perlindungan aset 

dibahas pada artikel (Habibah, 2017). 

  Implementasi gadai emas menjadi 

alternatif dari pembiayaan, baik di LKB 

maupun LKBB, mengingat  emas merupakan 

salah satu investasi yang menguntungkan. 

Nilai investasi emas tidak tergerus inflasi dan 

memiliki transaksi jual beli bersifat fleksibel. 

Harga emas yang semakin meningkat 

menjadikan produk gadai emas semakin 

diminati. Penelitian (Habibah, 2017; Hafizd, 

2021) mengkaitkan perkembangan gadai emas 

syariah dengan investasi emas. Produk gadai 

emas telah berkembang baik di berbagai 

daerah di Indonesia. Hal ini terlihat dalam 

penelitian (Firmansyah, 2020) yang 

menyatakan adanya kepuasan konsumen 

dari hasil evaluasi keberhasilan produk 

emas, sehingga terdapat peningkatan 

pembelian emas secara berulang. 

  Produk gadai emas selalu 

berkembang dengan beragam prinsip syariah 

yang dijalankan oleh pegadaian syariah  

(Bella et al., 2023; Nasrifah & Chusnul, 

2022). Kombinasi akad sesuai prinsip  

syariah dengan penerapan gadai emas 

dibahas dalam artikel (Balgis, 2017; 

Khairunnisa, 2021; Sinambela et al., 2023). 

Dalam pemeliharaan agunan atau jaminan 

emas dikenakan biaya. Penjelasan tentang 

penentuan biaya pemeliharaan ini diteliti 

oleh (Diah et al., 2022), sedangkan 

perhitungan akuntansi biaya dibahas oleh 

(Tussalam & Ardiana, 2020), (Yanti, 2018). 

Prosedur pelaksanaan gadai emas sesuai 

ketentuan syariat Islam dijelaskan dalam 

penelitian (Asy’ari et al., 2022).  

  Gagal bayar angsuran yang dialami 

nasabah dipengaruhi beberapa faktor, antara 

lain menurunnya pendapatan disebabkan 

gangguan finansial perusahaan (bagi 

karyawan), berkurangnya omzet (bagi 

pengusaha),  pemutusan hubungan kerja, 

kondisi force majeur seperti pandemi, 

gempa, banjir dan lain sebagainya, sehingga 

memberikan dampak melemahnya tingkat 

keuangan. Ada beberapa tahapan yang dapat 

dilaksanakan dan diajukan ke lembaga 

keuangan untuk menghindari gagal bayar 

secara permanen, yaitu melakukan 

restrukturisasi dengan cara menambah 

plafond, memperpanjang jangka waktu 

pinjaman dan menambah agunan. Hal ini 

diperjelas dalam penelitian (Ayu Putri 

Lestari & Keumala, 2022; Haichal, 2022; 

Putra & Haes, 2022; Santoso & Mahanani, 

2022; Yuharnita, 2021).  

  Restrukturisasi dapat dijalankan 

tergantung kemampuan  finansial nasabah 

yang mampu melanjutkan pembayaran 

dalam suatu pembiayaan, namun jika 

terkendala kondisi keuangan tidak 
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memungkinkan lagi untuk memenuhi 

kewajiban, maka langkah terakhir harus 

menjual jaminan dengan cara menyerahkan 

penjualan agunan ke lembaga keuangan atau 

berupaya sendiri menjualnya. 

  Risiko gagal bayar tidak hanya terjadi 

di jenis pembiayaan gadai emas, tetapi di 

sektor lain, antara lain pada: transaksi sukuk 

ritel (Mahfuzoh & Khanifa, 2019), bisnis 

finansial teknologi (Rahmahafida, 2020), 

pinjaman kepada BUMN (Nugraha et al., 

2020), pinjaman online (Prayitno, 2021), 

koperasi jasa keuangan syariah (Hanifah et al., 

2018), investasi obligasi (Herlinasari, 2021), 

perbankan (Matondang, 2020). 

 Dari fenomena dan  kasus yang telah 

dipaparkan, maka perlu adanya penelitian 

tentang mencari alternatif penjualan agunan, 

khususnya produk emas sehingga 

memperoleh harga sesuai yang diharapkan 

pihak nasabah dan dapat menutupi kewajiban 

secara keseluruhan. 

 

METODE 

 Ditinjau pengukuran dan analisis data 

penelitian adalah Kualitatif dengan jenis 

observasi, wawancara terpusat dan  studi 

dokumen. Tingkat ekplanasi yang digunakan 

tergolong deskriptif. Peneliti telah  memahami 

fenomena dan kasus yang terjadi. Selanjutnya 

memaparkan berupa deskripsi jelas mengenai 

fenomena dan kasus yang ada. 

 Berdasarkan tempat penelitian 

termasuk  Field Research, terletak di 

Pegadaian Syariah Atmo, jalan Kolonel Atmo 

Palembang dan beberapa toko emas di 

kawasan Megahria Palembang. Penentuan 

sumber informasi menggunakan Purposive 

Sampling. 

 

HASIL  

  Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 10 tahun 1990 memutuskan 

tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan 

Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi 

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. 

Berkembang menjadi Pegadaian Syariah 

setelah terbit Fatwa DSN MUI No 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang rahn, Fatwa DSN MUI 

No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, 

dan Fatwa tentang rahn emas, dan Fatwa 

DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 

tentang rahn tasjily.  

  Pegadaian syariah Atmo di 

Palembang memiliki 3 (tiga) produk 

unggulan yang terdiri dari Gadai syariah, 

Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk 

Investasi Abadi) dan Arrum. Pegadaian ini 

juga memberikan pelayanan, antara lain:  

Tabungan Emas, pembelian dan pembayaran 

tagihan telpon, listrik, air, tiket, internet, 

televisi berbayar, pembayaran BPJS. Produk 

unggulan yang bertujuan untuk mengelola 

pembiayaan mikro berbasis syariah adalah 

Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro Kecil), yang 

merupakan skim pinjaman secara syariah 

bagi pengusaha mikro dan kecil. Pelayanan 

investasi emas meliputi cek harga emas, 

tabungan emas dengan cara registrasi online 

dan offline. Pembiayaan lainnya berupa 

Kredit Cepat Aman Pegadaian, Pegadaian 

Syariah dengan jaminan BPKB kendaraan, 

sertifikat tanah. Kebutuhan finasial 

masyarakat dapat terpenuhi di pegadaian ini. 

  Produk unggulan Arrum semakin 

hari semakin diminati masyarakat karena 

memiliki prosedur yang ringkas dan efektif 

dan meningkat perkembangannya.  Strategi 

pemasaran yang dijalankan pegadaian 

syariah Atmo dengan menggunakan 

Marketing Mix, yang menyajikan penawaran 

produk untuk segmen tertentu. Marketing 

Mix atau bauran pemasaran terdiri atas 

Product, Price, Place, Promotion dan 

People. 

  Pegadaian syariah Atmo Palembang 

melaksanakan operasionalnya sesuai prinsip 

syariah. Karakteristik berbasis syariah 

adalah tidak memungut bunga dalam bentuk 

riba dan menetapkan uang sebagai alat ukur 

atau dengan kata lain uang bukan merupakan 

komoditas yang dipedagangkan. 
Berdasarkan syariat Islam, nasabah yang 

telah melakukan akad diberikan penjelasan 

mengenai kewajiban membayar hutang 

dengan cara mengangsur atau mencicil pada 

saat jatuh tempo. Petugas pegadaian syariah 

menjelaskan tentang pokok dan margin dari 

peminjaman dengan cara membayar 

langsung ke kantor atau via online. Nasabah 
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biasanya menanyakan kemungkinan yang 

timbul terkendalanya pembayaran kewajiban 

yaitu denda. Berikut ini dijelaskan 2 (dua) 

macam cara pembayaran kewajiban di gadai 

emas, yakni: 

1. Mengangsur atau mencicil setiap bulan, 

minimal jangka waktu pinjaman adalah 1 

(satu) tahun. 

2. Membayar hutang pokok dan margin 

sekaligus yang dapat dilakukan setiap 

waktu dan diberikan batas waktu 

maksimal pembayaran. 

  Sedangkan tahapan prosedur 

pembiayaan gadai emas adalah sebagai 

berikut: 

a. Petugas memberikan formulir yang 

memuat data calon nasabah. 

b. Nasabah menyerahkan agunan emas dan 

petugas melakukan verifikasi keaslian dan 

bukti pembelian (jika ada) serta 

menimbang keakuratan berat emas.  

c. Petugas memberi tahu tentang maksimal 

pembiayaan sesuai jenis pembayaran yang 

diambil nasabah. 

d. Setelah terjadi deal antara nasabah dan 

petugas bank atas kesepakatan jumlah 

pembiayaan dan waktu pembayaran, 

selanjutnya petugas pegadaian membuat 

perjanjian berupa Terms dan Condition, 

serta Ketentuan yang berlaku selama 

menjadi nasabah, yang ditanda tangani 

diatas meterai  yang sah dan berkekuatan 

hukum. Lalu, agunan disimpan di 

pegadaian syariah. 

e. Pembayaran pembiayaan dilakukan 

petugas kepada nasabah sesuai 

permintaan (transfer atau tunai). Transfer 

pembiayaan telah dikurangi biaya 

administrasi yang berlaku. 

f. Petugas memberitahukan aplikasi yang 

harus di download nasabah untuk 

pembayaran dan pemantauan transaksi 
pembiayaan serta segala sesuatu 

pemberitahuan yang berkaitan dengan 

pegadaian syariah.  

  Segala sesuatu yang terjadi atas 

pengembalian pembiayaan di kemudian hari 

tidak dapat diprediksi oleh nasabah dan pihak 

pegadaian syariah. Beragam situasi dan 

kondisi dapat terjadi serta mempengaruhi 

finansial atau keuangan nasabah. Tahapan 

atau langkah pembanding yang diambil 

dengan adanya keterpurukan finansial dapat 

dijelaskan  berikut ini: 

1) Nasabah mengevaluasi tingkat keuangan 

sewaktu terjadi kelemahan finansial 

dengan cara mengajukan restrukturisasi, 

antara lain perpanjangan waktu 

pembiayaan. 

2) Pada saat telah jatuh tempo pembayaran, 

nasabah tidak mampu mengembalikan 

angsuran atau kewajiban keseluruhan, 

maka meminta pegadaian untuk 

mengeksekusi agunan atau nasabah 

menjual agunan ke pegadaian syariah, 

dengan konsekuensi jika terjadi 

kekurangan bayar, nasabah harus 

menutupinya, sedangkan jika terjadi 

kelebihan dari penjualan tersebut, pihak 

pegadaian syariah wajib memberikan 

kepada nasabah. 

3) Langkah yang menjadi win-win solution, 

nasabah mencari sendiri pihak pembeli 

yang mampu memberikan   harga atau 

nilai diatas taksiran pegadaian syariah. 

Sebelumnya nasabah sebaiknya 

menanyakan langsung jumlah taksiran 

atau penilaian terhadap agunan emas 

kepada pihak pegadaian syariah. 

Langkah terakhir ini diambil untuk 

menaikkan harga agunan, sehingga 

terdapat selisih lebih dibandingkan 

taksiran harga pegadaian syariah. 

  Langkah atau tahapan alternatif yang 

diuraikan diatas tergantung situasi dan 

kondisi finansial nasabah dan kebutuhan 

selanjutnya. Pihak pegadaian syariah harus 

memberikan support dan masukan atas 

pilihan nasabah. 

 

PEMBAHASAN 

  Salah satu tantangan dari suatu 
lembaga keuangan adalah manajemen risiko 

kredit atau pembiayaan. Pengelolaan 

keuangan harus sangat diperhatikan oleh 

pihak nasabah apabila sedang dalam kondisi 

pembiayaan. Pendapatan dan pengeluaran 

harus diperhitungkan secara matang, rinci  

dan akurat. Sedangkan pihak lembaga 

keuangan harus menjamin kesehatan 
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finansial nasabah dengan cara memantau cash 

flow. Pemberlakuan analis pembiayaan 

diperlukan dalam lingkup pembiayaan yang 

besar disuatu lembaga keuangan. Namun pada 

skala pegadaian syariah dengan agunan emas 

berupa perhiasan atau batangan tidak 

menggunakan analisa yang rumit dengan 

memonitoring cash flow calon nasabah atau 

nasabah. Pemantauan dan verifikasi hanya 

cukup pada nilai agunan.  

  Tindakan preventif menghindari 

terjadinya  risiko gagal harus dilakukan oleh 

pihak nasabah sebaik mungkin. Nasabah 

seharusnya mampu mendeteksi kondisi 

kemampuan bayar kewajiban sedini mungkin 

dengan cara mengambil langkah yang tepat. 

Sumber income harus diperbanyak untuk 

mendukung core income. Nasabah 

seharusnya mengevaluasi kondisi finansial 

yang terjadi dan akan terjadi, dengan cara 

bertindak sesegera mungkin untuk membuka 

peluang  atau mengembangkan usaha. Semua 

upaya halal wajib dilakukan untuk 

menghindari kelemahan finansial, tetapi 

faktor force majeur, usia dan kemampuan 

sangat mempengaruhi menurunnya income. 

Dari sisi lembaga keuangan syariah  

hendaknya melakukan upaya pencegahan 

terjadinya risiko gagal bayar tersebut dengan 

memberikan jumlah pembiayaan dalam porsi 

yang aman, salah satunya menurunkan rasio 

Loan to Value (L/V) apabila hanya 

mengandalkan agunan dan jaminan. Sebagai 

ilustrasi dapat dijelaskan pada pilihan rasio 

sebagai berikut: 

a) Pada kondisi normal L/V dapat 

diberikan sebesar 80%-90%. 

b) Keadaan kurang atau tidak normal, rasio 

L/V sebaiknya diberikan dibawah 80%.  

  Situasi dan kondisi kurang atau tidak 

normal dipicu oleh beberapa faktor, antara 

lain: pandemi, masalah politik yang tidak 
menentu, boikot perdagangan dan negara, 

wabah penyakit, gempa atau musibah alam 

yang berkesinambungan dan perang. 

  Adapun jenis lembaga keuangan 

syariah yang memberikan pembiayaan 

memiliki kategori rasio dan risiko, yaitu: 

1.  Lembaga Keuangan Bukan Bank 

(LKBB) syariah, dalam hal ini Pegadaian 

Syariah biasanya hanya mengandalkan 

rasio Loan to Value dalam mengambil 

keputusan pembiayaan. Hal ini 

disebabkan jumlah pembiayaan yang 

disalurkan dalam nominal yang sedikit, 

rata-rata dibawah 50 juta, sehingga 

mengandalkan nilai taksasi dan nilai 

pasar wajar agunan saja. Analisa pada 

LKBB ini hanya sebatas nilai agunan 

dengan mengambil rasio yang paling 

aman dalam jangka pembiayaan. 

Birokrasi pembiayaan bersifat mudah, 

sederhana  dan efisien.  

2.  Lembaga Keuangan Bank (LKB) atau 

bank berbasis syariah menggunakan 

beberapa rasio dalam analisa 

pembiayaan, yakni Repayment to 

Capacity (R/C) dan Loan to Value (L/V) 

serta mengacu kepada 5 C (Character, 

Capacity, Colateral, Capability dan 

Condition of Economy), juga analisis 

SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats).  Prosedur 

proses pembiayaan cukup lama karena 

melalui berbagai tahapan dan penilaian. 

Hasil analisa dengan menggunakan 

beragam rumusan dan metode 

menjadikan purna pembiayaan lebih 

aman dan teliti. Apabila terjadi gagal 

bayar permanen, maka beberapa 

tahapan dan langkah dapat diterapkan 

kepada nasabah sehingga pembiayaan 

dapat berlanjut sampai dengan akhir 

waktu. Penelitian yang membahas 

tentang risiko kredit pada perbankan 

dilakukan oleh (Pratama, 2015). Dalam 

artikel (Nani, 2018) menerangkan 

tentang penerapan ta’zir (sanksi) berupa 

pemberian Surat peringatan kepada 

nasabah wan prestasi. 

  Perbandingan lain mengenai 

penjualan agunan di Pegadaian Syariah 
(LKBB) dan bank syariah (LKB) terletak 

pada perlindungan hukum, yang dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Pegadaian syariah lebih mudah dan 

fleksibel dalam mengeksekusi agunan 

dengan cara menjual atau melakukan 

pelelangan agunan.Tindakan ini 

berdasarkan kesepakatan anata 
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lembaga keuangan dan nasabah, 

sedangkan 

b. Bank syariah menempuh beberapa 

tahapan dalam menghadapi pembiayaan 

bermasalah, yaitu dengan mengeluarkan 

Surat Peringatan I, II, III, dan 

melakukan dialog, diskusi dengan 

nasabah untuk mencari jalan keluar dari 

permasalahan gagalnya pembayaran 

kewajiban. Beberapa pilihan yang dapat 

ditawarkan kepada nasabah dengan 

melakukan perpanjang waktu 

pembiayaan sehingga dapat 

memperkecil angsuran atau dengan 

menambah jaminan yang mampu 

meningkatkan taksiran agunan. Dengan 

rasio Loan to Value yang bertambah 

akan  dapat menambah plafond 

pembiayaan, sehingga nasabah 

mempunyai modal sebagai support 

income atau dapat mengembangkan 

usaha.  

  Solusi terakhir dari kedua jenis 

lembaga keuangan adalah mengeksekusi 

agunan atau jaminan. Dalam kasus gagal 

bayar permanen pada  nasabah di pegadaian 

syariah dengan agunan emas lebih mudah 

dilakukan penanganannya dengan mengikuti 

skema berikut ini: 

 
  Dari skema tersebut diatas, nasabah 

yang mengagunkan emas di Pegadaian 

Syariah Atmo, Palembang telah mengalami 

gagal bayar secara permanen, yang berarti 

tidak mampu membayar kewajiban sesuai 

waktu telah ditetapkan sesuai perjanjian 

dalam jangka waktu yang ditolerir phak 

lembaga keuangan. Tindakan yang harus 

dilakukan oleh pihak pegadaian syariah dan 

nasabah harus sama-sama bersepakat 

menentukan tempat penjualan agunan guna 

menutupi outstanding dan kewajiban lainnya. 

Alternatif penjualan agunan emas dapat 

dilakukan pada: 

1. Pegadaian syariah, selanjutnya 

dilakukan penjualan dengan cara 

pelelangan. 

2. Toko emas atau sejenisnya di pasaran, 

dengan cara nasabah melakukan survei 

harga di pasar dan membandingkan 

harga yang telah ditentukan pegadaian 

syariah. Nasabah mengajukan ke 

pegadaian syariah bahwa penjualan 

agunan emas akan dilakukan ke toko 

emas atau sejenisnya (pihak eksternal) 

dan sebaiknya melakukan deal kepada 

pihak toko emas untuk menaksir 

secara langsung emas ke kantor 

pegadaian untuk memastikan transaksi 

aman. 

  Dalam pengamatan peneliti, harga 

pihak eksternal biasanya lebih tinggi dari 

pada taksiran harga pihak pegadaian. 

Perhitungan nilai jaminan yang diserahkan 

oleh pihak nasabah harus sesuai standar 

pegadaian syariah (Maulana et al., 2018). 

Oleh karena itu pihak pegadaian syariah 

menetapkan eksekusi jaminan pada harga 

yang sangat aman dan dibawah nilai pasar. 

Agunan yang diserahkan penjualannya ke 

pihak pegadaian syariah, biasanya 

dilanjutkan sistem lelang. Analisa faktor dan 

cara menghitung besaran selisih yang harus 

ditanggung penaksir dan  jumlah biaya 

pelunasan yang harus dibayar peminjam 

dibahas dalam artikel (Iskandar, 2019). 

  Proses pelelangan jaminan tidak 

mudah dilakukan. Fakta di lapangan 

memperlihatkan  penjualan melalui  

pelelangan tidak berhasil dengan cepat 

(Kurniawaty et al., 2022). Pihak lembaga 

keuangan mengambil alih jaminan jika 

terjadi kegagalan penjualan daam 

pelelangan. Proses pelelangan yang tidak 

berhasil mengakibatkan dampak penundaan 
pemenuhan kewajiban nasabah yang gagal 

bayar, sehingga merugikan khususnya  pihak 

lembaga keuangan dan secara luas 

berdampak pada dunia bisnis dan 

perekonomian Indonesia (Y. A. Wardani, 

2020). Sekarang ini, penjualan dengan 

proses pelelangan dipermudah dengan 

adanya aplikasi online berbasis android 

Skema Pembiayaan dan Penjualan Agunan
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(Martonis et al., 2023). Dengan menggunakan 

aplikasi pelelangan ini bertujuan untuk 

mempermudah konsumen    dalam melakukan 

pembelian dan memperoleh informasi  barang 

lelangan. 

  Adapun kendala terjadinya gagal 

penjualan dalam pelelangan adalah ketidak 

percayaan konsumen terhadap barang yang 

dilelang. Dalam artikel (D. S. Wardani & 

Hasibuan, 2022) menjelaskan bahwa 

pemenang lelang tidak dapat mengontrol 

barang lelang karena pemilik barang tersebut 

tidak bersedia meninggalkan barang jaminan. 

Perlindungan hukum tidak hanya dilakukan 

untuk nasabah (debitur), tetapi juga berlaku 

bagi pihak lembaga keuangan  (kreditur). 

Kasus yang pernah terjadi di suatu lembaga 

keuangan bank mengenai kehilangan jaminan 

fidusia dan cara perlindungan hukumnya 

dibahas oleh (Manurung & Hafidz, 2017). 

Artikel yang ditulis oleh (Bahrudin, 2018) 

juga menjelaskan perlindungan hukum 

terhadap kreditur atau pihak lembaga 

keuangan. 

  Perlindungan hukum sangat urgen 

juga dilakukan terhadap pihak pemenang 

lelang. Banyak kasus terjadi terhadap jaminan 

yang sudah dimenangkan, tetapi tidak dapat 

menguasai obyek lelang. Penelitian 

(Setyawan, 2022) memaparkan perlunya 

diperhatikan perlindungan hukum bagi 

pemenang lelang karena adanya perlawanan 

dari pihak nasabah (debitur) bermasalah 

tersebut.  

  Dari pemaparan prosedur pelelangan 

tersebut diatas, maka nasabah perlu 

mempertimbangkan ketepatan alternatif 

penjualan agunan emas. Perlindungan hukum  

nasabah (debitur) terhadap pembiayaan 

(pinjaman kredit) dari pembuatan akad 

(perjanjian) sampai dengan penjualan agunan 

bersifat sangat lemah (R. Adawiyah & 
Sartono, 2020). Pernyataan dalam artikel (R. 

Adawiyah & Sartono, 2020) mengisyaratkan 

bahwa nasabah harus mengambil tindakan 

yang efisien dan tepat serta berpihak pada 

kepentingan nasabah.  Penyelesaian 

pembiayaan dapat dilakukan dengan 

pelelangan atau di bawah tangan serta 

konsekuensi dari prosedur pelelangan 

dijelaskan pada artikel (Arnanda et al., 2023; 

Prabandari et al., 2021).  

   

SIMPULAN  

 Dari hasil  dan pembahasan yang 

telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

nasabah seharusnya sangat 

mempertimbangkan kepentingannya 

finansialnya setelah penjualan agunan emas, 

bukan hanya dari sifat kepraktisannya. 

Alternatif penjualan agunan emas yang lebih 

tepat sebagai solusi kelemahan finansial 

nasabah adalah melibatkan pihak eksternal, 

yaitu toko emas, pasaran atau sejenisnya 

karena dari sisa menutupi  outstanding dan 

kewajiban lainnya masih ada selisih lebih 

yang dapat digunakan nasabah untuk 

keperluan lainnya. Pihak pegadaian syariah 

harus memberikan support terhadap pilihan 

nasabah. 
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